BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2005

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan industri di kawasan industri, wajib dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup;

b. bahwa untuk memberi arah  pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu peraturan sebagai pedoman dalam memberikan izin kegiatan pembangunan industri di kawasan industri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  peraturan bupati tentang kebijakan pembangunan industri di kawasan industri Kabupaten Bantul;        



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999  tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 200 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
13.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah



	Memperhatikan : 
	1. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 250/M/S/10/1994 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;

3. Keputusan Bupati Nomor 147 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

4. Surat Keputusan Bupati Nomor 384 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Menmgenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 

5. Surat Keputusan Bupati Nomor 155 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;

6. Surat Keputusan Bupati Nomor 467 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;

7. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

8. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Peraturan Perundangan dengan berdasarkan azas kemanfaatan; 




M E M U T U S K A N  :

Menetapkan :  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI   KABUPATEN BANTUL  
Pasal 1

Kebijakan pembangunan industri di kawasan industri merupakan salah satu acuan untuk pemberian izin, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan industri di kawasan industri Kabupaten Bantul. 
Pasal 2
Dalam rangka pembangunan industri di kawasan industri Kabupaten Bantul, perlu mendasarkan pada tata aturan yang sudah ada dan berdasarkan asas kemanfaatan. 

Pasal 3

Kebijakan pembangunan industri di kawasan industri meliputi : 
a. perizinan pendirian perusahaan industri baru dan perluasannya;

b. dalam melakukan kegiatan perusahaan yang wajib AMDAL di kawasan yang sudah di 

    AMDAL, wajib RKL/RPL;
c. dalam melakukan kegiatan perusahaan yang tidak wajib AMDAL di kawasan yang 

    sudah di AMDAL, wajib UKL/UPL.

Pasal 4

Instansi yang melaksanakan pemberian izin perusahaan industri baru dan perluasannya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 

Pasal 5

(1) Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemrakarsa dan didampingi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(2)
Badan Pengelola Dampak Lingkungan memberikan pedoman untuk menyusun RKL/RPL dan UKL/UPL.

Pasal 6

Pengawasan lingkungan dilakukan secara bersama-sama oleh Bapedal, Dinas Perindagkop dan instansi terkait. 
Pasal 7
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor              Tahun 2005

Tanggal

PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858

Pasal 4

Proses integrasi SRTPK melalui proses perencanaan dan penganggaran partisipatif berlaku untuk seluruh unit kerja (Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Bidang) yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan rencana tindak pengurangan kemiskinan baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum  dalam dokumen SRTPK.

Pasal 5

Memperhatikan ketatnya jadual pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD, maka masing-masing unit kerja dapat melakukan penyesuaian mekanisme perencanaan dan penyusunan APBD dengan memperhatikan jadual perencanaan dan penyusunan APBD di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
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Tanggal

PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858

PAGE  
3

